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POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TERHADAP ASET
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

(Muhammad Zhillan Assubhi, 2210112121, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 89 Halaman, 2026)

ABSTRAK
Perampasan aset hasil tindak pidana merupakan instrumen penting dalam pemulihan kerugian negara dan
pemberantasan korupsi. Meskipun telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption 2003,
[ndonesia belum memiliki regulasi komprehensif mengenai perampasan aset, khususnya melalui mekanisme;
non-conviction based asset forfeiture, berbeda dengan Australia yang telah mengaturnya melalui Proceeds of
Crime Act 2002 (POCA 2002) yang dinilai lebih efektif mendukung asset recovery. Penelitian ini membahas]
pengaturan perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset serta hambatan politik hukum pengesahannya,|
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif]
Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum RUU Perampasan Aset secara substansial memiliki karakter
responsif, namun proses pembentukannya masih konservatif akibat political will yang belum optimal, tarik-
menarik kepentingan politik, serta lambannya pembahasan meskipun rutin masuk Program Legislasi Nasional.
Hambatan legislasi tersebut mencakup rendahnya kemauan politik dan kuatnya pengaruh dinamika politik dalam
pembentukan undang-undang. Perbandingan dengan proses legislasi POCA 2002 menunjukkan bahw
cfektivitas pembentukan regulasi sangat dipengaruhi oleh desain proses legislasi yang terstruktur, transparan,
dan berbasis data. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi proses legislasi RUU Perampasan Aset melalui
penguatan konsensus antar-partai politik di DPR dan evaluasi berkala dalam proses legislasi maupun|
implementasi, agar pembentukan regulasi berjalan lebih efektif dalam mendukung kebijakan pemulihan asef
negara.

E(nta Kunci: Hambatan Legislasi, Korupsi, Perampasan aset, Politik hukum, Legislasi

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 27 Agustus 2026
Tanda Tan L~ 7 Penguji I Penguji IT

A
/Muhamm}(ﬂxillnn Assubhi Fadli Ramadhanil, S.H., M.H. Dr. Nani Muiyati, S.H., M.CL.

Mengetahyi;,
Ketua emen Hukum Tata Negara: Arfiani, S.H., M.H.

Tanda Tangan
Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:
Petugas Fakultas/Universitas
INo. Alumni Fakultas Nama: Tanda Tangan:
0. Alumni Universitas Nama; Tanda Tangan:




No. University Alumni Muhammad Zhillan Assubhi No, Faculty Alumni

Place/Date of Birth : Padang/ December 14™ 2004
Parent’s Name : Soim Mujahed & Yulfianti

f.  Graduation Date : August 27" 2026
g.  Pass Predicate  : Cumlaude

h.  Lengthof Study :4 Years
i.
J

pEoge

Faculty : Law
Concentration : Constitutional Law ;
Student ID 12210112121 GPA :3,60

Address : Kel. Rambai, Kec.
Pariaman Sclan, Kota Pariamen.

THE LEGAL POLITICS ON ASSET RECOVERY BILL OF ASSETS DERIVED FROM

CORRUPTION
Muhammad Zhillan Assubhi, 2210112121, Constitutional Law, Faculty of Law, Universitas Andalas, 9
pages, 2026.

ABSTRACT
The forfeiture of proceeds of crime is an important instrument for recovering state losses and eradicating
corruption. Although Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption 2003, it has yel
o enact comprehensive regulation on asset forfeiture, particularly through a non-conviction based mechanism—
unlike Australia, which regulates this through the Proceeds of Crime Act 2002 (POCA 2002), regarded as more
offective in supporting asset recovery. This study examines the regulation of asset forfeiture within the Assef
orfeiture Bill and the legal-political obstacles 1o its enactment, using a normative juridical method with statute,
onceptual, and comparative approaches. Findings show that the Bill's legal politics is substantively responsive,
et its formation process remains conservative due to weak political will, competing political interests, and
rolonged deliberation despite recurring inclusion in the National Legislation Program. These obstacles stem
rom low political will and strong political-dynamic influence on lawmaking. Comparison with POCA 2002,
hows that regulatory effectiveness is significantly shaped by a structured, transparent, evidence-bas
egislative design. This study recommends reformulating the Bill's legislative process by strengthening cross
rty consensus in the House of Representatives and instituting periodic legislative and implementatio
luation, so the regulation can more effectively support state asset recovery policy..
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